
2. Undang-Undang Nornor 8 Talrun 1981 tcntang Hukurn 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Taln.111 1981 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara 
Pernerintah Pusat dan Daerah (Lernharan Negara 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pernbcntukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik l ndonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 1822); 

d. bahwa berda sarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dau huruf c perlu 
rncnctapkan Peraturan Bupati tcntang Pcngclolaan 
Zakat; 

c. bahwa untuk sincrgitas dan integrasi didalam 
pclaksanaan antara SKPD/lembaga duerah , inslansi 
vcrtikal, dan BUMD/BUMN, lernbaga-lernbaga tcrkait 
lainnya scrtu rnasyarakat secara umum, dipcrlukan 
adanya kebijakan dan pengaturan-pcngaturau lebih 
lanjut mclalui produk hukum dacrah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efcktivitus dan 
efisiensi layanan pengelolaan serta mengoptimalkan 
pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak, scdekah, 
dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Badan Amil 
Zakat Nasional Kabupatcn Kolaka untuk rnewujudkan 
kcsejahteraan masyarakat dan pcnanggulangan 
kerniskinan; 

a. bahwa rnenunaikan zakat rnerupakan kewajiban bagi 
urnat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, 
dan sekaligus scbagai pranata kcugarnaan yang 
bcrtujuan uniuk meriingkatkan keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat melalui pcningkatan daya 
guna dan hasil guna zakat yang dikclola sccara 
lcrnbaga sesuai keterituan syar'I; 
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11. Perat.uran Pernerintah Nomor 20 Tah un 200 l tcntang 
Pengawasan Kcuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2 1 Tahun 200 l , Tam bahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4081); 

12. Peraturan Pcmerintah Nornor 58 Tuhun 2005 icruang 
Pcngelolaun Keuarigan Daerah (Lernbaran Negara 

9. Peraruran Pernerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pernerintah dan Kewcnangan Provin si 
Sebagai Daerah Otonorn (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 'Tarnuahan l.cmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

JO. Peraturan Pernerintah Nomor 108 Tahun 2000 tcntang 
Tata Cara Pcrtanggung jawaban Kcpala Dacrah 
[Lernbara n Negara Republik Indonesia Tuhun 2000 
Nomor 209, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4027); 

8. Peraturan Perncriruah Nomor 6 Tahun 1988 tcntang 
Koordinasi Kcgiatan Instansi Vertikal di Oaerah · 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nornor 10, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3373); 

7. Undang-Undarig Rcpublik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5601); 

6. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 23 Tahun 
20 J 4 ten tang Pemerinrahan Daerah (Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tanun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 icntang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Numur 115, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5255i; 

Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tumbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 

4. Undang-Uudang Nomor 28 Tahun 2009 tentung Pajak 
Daerah dan Retrebusi Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

• ' . ' 



I. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2014 tcntang Optimalisasi Pcngurnpulan Zakar Di 

21. Pcraturan Ducrah Kabupaten Kolaka Nornor l Tahun 
2009 te ntang Urusan Pernerintahan yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 

20. Peraturan Dnerah Kabupaten Kolaka Nornor l Tahun 
2005 Tcntang Pokok-pokok Pengeiolaan Keuanga.n 
Daerah Kabupaten Kolaka; 

19. Peraturan Badan Amil Zakar Nasional Nomor 03 Tahun 
2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Amil 
Zakat Nasional Provinsi dan Sadan Amil Zakat Nasional 
Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Badan Amil Zakac Nasional Nomor OJ Tanun 
2014 reruang Pedoman Tata Cara Pengajuan 
Pertimbangau Pengangkatan/ Pernbcrhrntian Pimpinan 
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Sadan Amil 
Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Menteri Agarna Rcpublik Indonesia Noinor 52 
Tahun 2014 ten tang Syarat dan Tata Cara Pcrhirungan 
Zakar Mal dan Zakat Frtrah serta Pendayagunaan Zakar 
uruuk Usaha Produktif; 

l6. Keputusan Bersarna Me nteri Agama Rcpublik 
Indonesia, Menteri Keuangan dan Ketua Urnurn Karnar 
Dagang dan lndustri {KADIN) Indonesia Nomor I 7 
Tahun 2003 Nornor 29/KMK.01/2003 dan Nornor 
00 t /DP/1/2003 Ten tang Sosialisasi clan Penggalangan 
Zakar di k.ilangan Dunia Usaha Nasional untuk 
rneningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

15. Kcputusan Presiden Nornor 27 Tahun 2008 tcntang 
Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan 
Amil Zakat Nasional sebagaimana dirnaksud dalarn 
Keput.usan Presiden Nornor Tahun 2001 Tentang Badan 
Amil Zakat Nasional jo Keputusan Merueri Agama 
Rcpublik Indonesia Nomor JO Tahun 2012 tenrang 
Perpanjangan Sementara Masa Baku Keanggotaan 
Badan Amil Zakat Nasional Periodc Tahun 2008 - 2011; 

14. Peraruran Pernerintah Nornor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20 i 1 
Tentang Pcngelolaan Zakat (Tambahan Lcnibaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 5508); 

Republik Indonesia Nornor 140 Tahun 2005, Tambahan 
Lernbaran Negara RI Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang 
Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraun 
Pcrnerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tarubahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593); 

Mernper hatikan 



Dalarn Pcraturan Bupati ini yang dirnaksud dcngan : 
1. Daerah adala.h Kabupaien Kolaka. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

pcnyclcnggara perncrintahan dacrah atau Badan Eksckutif Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
4. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah 

Provinsi Sulawesi Tcnggara. 
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja carnat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupatcn yang ada dalarn Kabuparen Kolaka. 
6. Kelurahan adalah wilayah kcrja lurah sebagai perangkat due rah 

kabupaten Zkota dalarn wilayah kerja kecarnatan. 
7. Desa [disebut dengan narna lain) adalah kesatuan rnasyarakat hukurn 

yang merniliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihorrnati 
dalarn sistern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
berada di Kabupaten Kolaka. 

8. Pengelolaan Zakar adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, clan 
perigorganisasi dalam pengurnpulan, pendistribusian, dan pcndayagunaan 
zakat. 

9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh scorang muslirn atau 
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 
(mustahik) sesuai dengan syariat Islam. 

10. Zakar Profcsi/Pendapatan dan Jasa adalah zakat atau harta yang 
dikcluarkan sctiap memperoleh penghasilan yang telah rncncapai rrishab 
scsuai dengan waktu diterimanya [harian, mingguan, bulanan atau satu 
tahun). 

11. lnfak adalah narta yang dikeiuarkan oleh seseorang aiau baclan usaha di 
luar zakat untuk kemaslahatan 'urnurn. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Kementerian/ Lernbaga, Sckretariat -Jerideral Lernbaga 
Negara, Sckretariat Jenderal Komisi Negara, 
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan 
Sadan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat 
Nasional; 

2. Keputusan Dircktur .Jenderal Birnbingan Masyarakat 
Islam Nomor DJ.I!/568 Tah un 2014 Tentang 
Pernbentukan Sadan Amil Zakar Nasional 
Kabupatcu /Kota Se-Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Birnbingan Musyarakat Islam Nomor DJ.11/37 Tahun 
2015; 

3. Suart Badan Amil Zakar Nasional, Nornor 
177/BP/BAZNAS/lV/2016, tanggal 7 April 2016, 
Perihal .Jawaban Perrnohonan Pertirnbangan Pirnpinan 
BAZNAS Kabu paten Kolaka. 

r . 



12. Scdekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang 
atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahan umum. 

13. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban 
menuriaikan zakat. 

14. Mustahik adalah orang yang berhak menerirna zakat. 
15. Munfik adalah orang yang berhak mencrima info.k dan/atau scdckah. 
16. Baclan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya discbut BAZNAS 

Kabupaten Kolaka adalah lernbaga pemerintah non suuktural yang 
rnelakukan pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Kabupaten 
Kolaka. 

17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya clisingkat UPZ adalah satuan 
orgarusasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten kolaka untuk 
mernbantu pengumpulan zakat pada beberapa ternpat dalarn wilayah 
Kabupaten kolaka. 

18. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. 
19. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) 

bulan qomariyan kepemilikan harta yang wajib di kciuarkan zakai. 
20. Zak at erna s, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang 

dikenakan atas ernas, perak, clan loga.m lainnya yang telah rnencapai 
nisab dan haul. 

21. Zakar uang dan surat berharga lainnya adaJah zakat yang dikenakan 
atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga 
lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 

22. Zak.at Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha 
perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. 

22. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber­ 
sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau 
dijuaJ atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau 
dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama. 

23. Kewajiban jangka pcndck atau hutang lancar adulah kewajiban yang 
harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah 
tanggal neraca, atau harus dilurrasi dalam jangka waktu satu siklus 
operasi normal perusahaan yang bersangkutan, maria yang lcbih 
panjang. 

24. Zakar pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang 
dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan basil huta.n pada 
saat pancn. 

25. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas 
binatang ternak dan hasil pcrikanan yang telah rnencapai nisab dan 
haul. 

26. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha 
pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. 

27. Zakar perindustrian adaJah zakat atas usaha yang bergerak dalam 
bidang prcduksi barang dan jasa. 

28. Zakat pcndapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari 
penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima 
pernbayaran. 

29. Zakat rikaz adalah zakat yang c!ikenakan atas harta ternuan. 
30. Usaha produktif adaJah usaha yang ma..mpu meningkatkan 

pendapatan, taraf hiclup, dan kesejahteraan masyarakat. 
31. Sctiap orang adalah orang perseorangan a tau badan h ukum. 



Untuk mewujudkan kcbangkitan zakat nasional di Kabupaten Kolaka secara 
simultan, terintegras i, efektif clan cfisicn , rnaka beberapa kerangka uspek 
pcngelolaan zakat nasional yang harus dilakukan antara lain : 
a. aspek legalitas lembaga dan unsur Pimpinan BAZNAS Kabupatcn Kolaka ; 
b. aspek akuntabilitas dan kesesuaian syari'ah yang mencakup laporan 

pcrtanggungjawaban secara berkala, Pengesahan Rencana Kegiatun dan 
Anggaran Tahunan, audit oleh akuntan publik dan audit Syariah; 

c. aspek IT dan Sistern, yaitu penerapan Sistern lnfonnasi dan manajcmen 
BAZNAS (SIMBA) Kabupaten Kolaka dengan baik; 

d. aspek penyaluran, yaitu menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio 
pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Scmak in tinggi rasio 
penyaluran terhadap pengumpulan zakat, rnaka semakin cfektif 
pengelolaan zakat dalarn rnengentaskan orang miskin dar i batas gans 
kerniskinan; 

e. aspek pengumpulan, untuk rnengoptimalkan pengumpulan zakat 
nasional di Kabupaten Kolaka, maka dilakuka.n cdukasi tcrhadap 
muzakki dalam bentuk karnpanye zakat nasional yang dilaksanakan 
sccara berkelanjutan. ; 

f. aspck pengembangan amil, yaitu mcningkatkan dan menstandarkan 
kapasitas serta kornpetcnsi amil, melaui pelatihan dan pembinaan yang 
sesuai dan mengacu pada standar arnil nasional. 

Pasal 3 

(1) Dengan nama pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, maka pengelolaan 
zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan 
pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 
pendayaguanaan; 

(2) Objek zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagarnaan lainnya adalah 
zakat, infak, shadaqah dan dana sosial kegamaan lainnya yang dipungut 
dan diberikan sesuai dengan kctcntuan Agarna Islam; 

(3) Subjek zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagarnaan lainnya adalah 
orang Islam atau badan usaha milik orang Islam, BUMN, dan SUMO. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN KERANGKA 
ASPEK PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL 

32. Amil adalah pengelola zakat yang bertugas dan bertanggungjawab 
melakukan pengurnpulan, pendistribusian/penyaluran dan pendayaguna­ 
an zakat. 

33. Hak arnil adalah bagian tetentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk 
biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat I slam. 

34. Menreri adalah menteri yang mcnyelenggarakan urusan pcmerintahan di 
bidung Agama. 

35. Optimalisasi adalah proses pcncapaian hasil atau kinerja yang dilakukan 
secara terencana, sistematis, clan maksimal sorta berdayahusilguna sesuai 
dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

36. Peraturan Pernerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2014 Tentang Pelaksanaan Undang-unda.ng Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat. 
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Susunan Organisasi OAZNAS Kabupaten terdiri atas : 
a. Ketua; 

Pasal 11 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Dalarn pelaksanaan tugas dan Iungsi, BAZNAS Kabupaten wajib : 
a. melakukan pcrencanaan, pelaksanaan, clan pcngcndalian atas 

pengumpulan, pendistribusian, clan pendayagunaan zakat di kabupaten; 
b. mclakukan kuurdinasi dengan kantor kernenterian agama Kabupatcn clan 

instansi terkait di Kabupaten dalarn pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

c. melaporkan dan mempertariggungjawabkan pengelolaan zakat, inlak dan 
sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan 
Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan 

d. mclakukan vcrifikasi adrninistrasi clan Iaktual atas pengajuan rekornendasi 
dalam proses izin pernbukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di 
ka bu pa ten. 

Pasal 10 

Dalarn rnclaksunkan tugas sebagairnana dimaksud dalarn pasal 8, BAZNAS 
Kabupaten menyelenggarakan fungsi : 
a. perencanaan, pengumpulan, pcndistribusian, dan pcnclayagunaan zakat 

di Kabupaten: 
b. pelaksanaan, pengumpulan, peudistribusian, dan pendayugunaan zakut 

di Kabupaten; 
c. pcngendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaguriaan zakat 

di Kabupatcn; 
d. pelaporan clan pcrtanggungja waban pelaksanaan pcngclolaan zakat, 

termasuk pelaporan pclaksanaan pcngelolaan zakat di Kabupaten; 
c. pernberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan pcrwakilan LAZ 

berskala provinsi di Kabupatcn. 

Pasal 9 

BllZNAS kabupaten melaksanakan tugas clan fungsi BAZNAS dalarn 
pcngelolaan zakat di kabupatcn. 

Pasal 8 

pernerintahan dibidang agarna mcmbentuk BAZNAS Kabupaten atas usu! 
Bupati sctclah mcndapai pertimbangan BAZNAS; 

(3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayut (I) bcrkedudukan di 
ibu kota kabupaten; 

(4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
lembaga pemerintah non strukturnl didaerah kabupaten yang bcrsifat 
mandiri; 

(5) BAZNAS Kabupatcn Kolaka sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
rnelaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten sesuai 
dengan kebijakun BAZNAS; 

(6) BAZNAS Kabupatcn bertanggungjawab kcpada BAZNAS Provinsi dan 
Pcmerintah Daerah Kabupaten. 



Oalam mcnjalankan tugas sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 16, Bidang 
Pengurnpulan menyelenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan strutcgi pengurnpulan zakat: 
b. pelaksanaan pengelolaan dan pcngcrnbangan data rnuzakki; 
c. pclaksanaan kernpunye zakat; 

Pasal 17 

Bidang pengurnpulan mcrnpunyai tugas mclaksanakan pengclolaan 
pengurnpulan zakat. 

Pasal 16 

13idang pcngumpulan clipimpin olch satu orang Wakil Ketua dengan scbutan 
jabatan Wakil Kelua I. 

Pasal 15 

Bagian Keempat 

Bidang Pengumpulan 

Wakil Kctua mempunyai tugas mcmbantu Ketua mcrnimpin pclaksanaan tugas 
BAZNAS Kabupaten dalarn perencanaan, pengumpulan, pcndistribusian, serta 
pendayagunaan, keuangan, adrninisrrasi perkantoran, surnber daya manusia, 
umum, pernberian rekornendasi, dan pelaporan. 

Pasal 14 

Ketua rnernpunyai tugas mernirnpin pclaksanaan tugas BAZNAS Kabupatcn. 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 

Ketua dan Wakil Ketua 

(1) Bidang dan bagian sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 12 huruf c, d, e, 
dan f dipirnpin oleh Wakil Ket.ua BAZNAS Kabupaten; 

(2) Satuan Audit Internal sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12 huruf g 
dipirnpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten; 

(3) Pelaksanaan tugas dan Iurigsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud 
pada ayut (!) dilaksanakan olch Amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten dalarn 
koordinasi Wakil Ketua; 

(4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan rncrupakan aparatur sipil negara; 
(5) Dalarn hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh aparatur sipil negara yang 
diperbantukan. 

Pasal 12 

b. Wakil Kctua; 
c. Bidang Pcngurnpulan; 
d. Bidang Pcndistribusian dan Pendayagunaan; 
c. Bagian Perencanaan , Keuangan, dan Pelaporan; 
f. Bagian Administrasi, Surnber Daya Manusia, dan Umurn; serta 
g. Satuan Audit Internal. 



Dalam menjalankan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 22, Bagian 
Perencanaan, Keuangan, dan Pclaporan menyclenggaran fungsi : 
a. penyiapan penyusunan rcncana strategi pengelolaan zakat di Kabuparcn 

Kolaka; 
b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupatcn Kolaka ; 

Pasal 23 

Bagian Pcrencanaari, Keuangan, dan Pelaporan mernpunyai rugas 
melaksanakan pcngclolaan Perencanuan, Keuangan, dun Pelaporan. 

Pasal 22 

Bagian Pcrcncanaan , Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil 
ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua Ill. 

Pasal 21 

Bagian Keenam 

Bagia.n Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 

Dalam mcnjalankan iugas sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 19, Bidang 
Pendistribusian dan Peridayagunaan mcnyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan strarcgi Pcndistribusran dan Pendayagunaan zakat; 
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengernbangan data mustahik; 
c. pelaksanaan dan pengcndalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 
d. pelaksanaan evaluasi pengelolauu pendistribusian dun pendatagunaan 

zakat: ' c. pcnyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pcndistribusian dun 
pendayugunaan zakat; dan 

f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pcndayagunaan zakat tingkat 
kabupat en. 

Pasal 20 

Bidang Pcndistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas mclaksanakan 
pengelolaan pcndistribu sian dan pendayagunaan zakat, 

Pasal 19 

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin olch sutu orang wakil 
ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. 

Bagian Kclirna 

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

Pasal 18 

d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zukat; 
e. pelaksanaan pclayanan rnuzakki; 
f. pclaksanaan evaluasi pengelolaan pengurnpulan zakat; 
g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pcngurnpulan zakat; 
h. pelaksariaan penerimaan dan tindak lanjut komplain alas layanan muzakki; 

dan 
1. koordinasi pelaksanaan pengurnpulan zakat tingkat kabupatcn. 



Satuan Audit Internal mernpunyai tugas pclaksanaan audit kcuangan, audit 
manajcmen, audit rnutu, clan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten 
Kolaka. 

Pasal 28 

Satuan Audit Internal berada di bawah clan bertangungjawab kcpada Pimpinan 
BAZNAS Kabupaien Kolaka. 

Pasal 27 

Bagian Kedelapan 

Satuan Audit Internal 

Dalarn menjalankan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 25, Bidang 
Adrninistrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggaran fungsi : 
a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupatcn Kolaka; 
b. peluksaaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kolaka ; 
c. pelaksanuun rekrutrnen Amil BAZNAS Kabupaten Kolaka; 
cl. pelaksanaan pcngcmbangan Amit BAZNAS Kabupaten Kolaka; 
e. pelaksanuun adrninistrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kolaka; 
f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan musyarakat 

BAZNAS Kabupaten Kolaka; 
g. pelaksanaan strategi kornunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS 

Kabaupaten Kolaka; 
h. pcngadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengcndalian, clan pelaporan aset 

BAZNAS Kabupaten Kolaka; clan 
1. pernbcrian rckomendasi pcrnbukaan pcrwakilan LAZ bcrskala provinsi di 

Kabupatcn Kolaka. 

Pasal 26 

Bidarig Administrasi , Surnbcr Daya Manusia dan Urnurn rncmpunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Arnil/Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka, 
adrninistrasi pcrkantoran, komunikasi, umurn, dan pemberian rekornendasi. 

Pasal 25 

Bagian Adrninistrasi, Surnber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu 
orang wakil ketua dcngan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. 

Pasal 24 

Bagian Ketujuh 

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum 

c. pclaksanaan cvaluasi tahunan dan tahunan rencana pengeloluun zakat 
Kabupatcn Kolaka; 

d. pclaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kolaka: 
c. pelaksanaan sistern akuntansi BAZNAS Kabupaten Kolaka; 
f. peuyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS 

Kabupaten Kolaka; dan 
g. penyiapan penyusunan lapuran pengelolaan zakat Kabupatcn Kolaka. 



(1) BAZNAS Kabupaten Kolaka terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana; 
(2) Pirnpinau sebagairnana dimaksud pada ayat (l} teridiri atas ketuu dan 

paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua: 
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrasal dari unsur 

masyarakat yang meliputi ularna, tenaga profesional, dan tokoh rnasyarakat 
Islam; 

Pasal 32 

Bagian Kesepuluh 

Pengangk:atan Anggota 

(I) Ketentuan tentang Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka, diatur 
dalam peraturan lernbaga yang ditetapkan dalarn Keputusan Pimpinan 
BAZNAS Kabupaten Kolaka; 

(2) Pcraturan Icmbaga sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun 
bcrdasarkan pcraturan perundang-undangan ketcnagakerjaan yang 
bcrlaku. 

Pasal 31 

(1) Amil atau Pclaksaria BAZNAS Kabupaten Kolaka scbagaimana dimaksud 
pada Pasal 12 ayat (3) diangkat dan diberhcntikan olch Pirnpinan BAZNAS 
Kabupaten Kolaka; 

(2) Amil atau pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) direkrut melalui proses seleksi clengan mernpertimbangkan 
kompetcnsi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten 
Kolaka; 

(3) Amil atau Pelaksana sebagairnana dimaksud dalarn ayat (1) melaksanakan 
fungsi pcrencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan 
pertar.ggungjawaban dalarn pengumpulan, pendistribusian , dan 
pendayugunaan zakat; 

(3) Hak kcuangan Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka 
dibebankan pada hak arnil; 

Pasal 30 

Bagian Kesembilan 

Amil atau Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kolaka 

Dalarn menjalankan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28, Satuan 
Audit Internal menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan program audit; 
b. pelaksanaan audit; 
c. pelaksanaan audit untuk tujuan terteritu atas penugasan Pimpinan 

BAZNAS; 
d. penyusunan laporan hasil audit; dan 
e. penyiupan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak ekstcrnal, 

Pasal 29 



(!) Anggota BAZNAS Kabupaten yang akan mengundurkan diri scbagaiman 
dimaksud dalarn Pasal 37 huruf c, harus mengajukan perrnohonan 

Pasal 38 

Anggota BAZNAS Kabupaten yang mcninggal dunia clan/atau habis masa 
jabatan scbagaimunu dirnaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b, secara 
hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS Kabupaten. 

Pasal 37 

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhcntikan apabila : 
a. meninggal dunia; 
b. habis masa jubatan: 
c. mengundurkan diri; 
d. tidak dapat rnelaksanakan tugas sclarna 3 (tiga) bulan sccara tcrus 

menerus; atau 
e. tidak memeuuhi syarat lagi sebagui anggota. 

Pasal 36 

Bagian Kesebelas 

Pemberhentian Anggota 

Masa kerja pirnpinun dan anggota 81\ZNAS Kabupaten dijabat selarna 5 (lima) 
tahun dun dapat dipilih kernbali untuk 1 (satu) kali rnasa jabatan. 

Pasal 35 

(1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 ayat (1). diangkat clan diberhentikan olch Bupau setelah rnendapat 
pertirnbangan dari BAZNAS; 

(2) Pengangkatan dan pernbcrhcnuan pimpinan BAZNAS Kabupatcn 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibcritahukan kepada direktur 
jenderal yang mempunyai tugas clan fungsi dibidang zakat pada 
kcmcuterian yang menyelenggarakan urusan pernerintahan dibidang agarna 
yang ternbusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kemenLerian 
agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten; 

Pasal 34 

Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota dan pimpinan BAZNAS Kabupatcn 
paling scdikit harus memenuhi persyaratan : 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. bertaqwa kepada Allah SWT; 
d. bcrakhlak mulia; 
e. bcrusia paling sedikit 40 (epat puluh) tahun; 
I. sehat jasamani dan rohani, 
g. tidak menjadi anggota partai politik; 
h. memiliki kompciensi di bidang perigelolaan zakat; clan 
1. tidak pedrnah di hukum karcna melakukan tindak piclana kejahatan yang 

diancam dcngan pidana penjara puling singkat S (Iirna) tahun. 

Pasal 33 



(1) Untuk mcngisi kekosongan anggota BAZNAS Kabupaten yang diberhentian 
karcna alasan selain habis masa jabatan sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 41 

Bagian Kedua belas 

Anggota Pengganti 

Pernberhcntian anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak mernenuhi syarat lagi 
sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 huruf e dilakukan 
apabila : 
a. menjadi warga negara asing; 
b. berpindah agama; 
c. melakukan pcrbuatan tcrccla; 
d. menderita sakit jasmani danz atau rohani hingga 3 (tiga) bulan berturut­ 

turut; 
c. rnenjadi anggota partai politik; atau 
f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang d iancarn dengan 

pidana penjara paling singkat. 5 (lirna) tahun. 

Pasal 40 

(1) Anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 
3 (tiga) bulan secara terus rnenerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf d tanpa alasan yang sah, maka dapat diberhentikan; 

(2) Pernberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (I) dilakukan setelah diberikan peringatan tcrtulis sebanyak 3 (tiga) 
kali oleh Ketua BAZNAS Kabupatcn; 

(3) Pcringatan terulis sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diberikan secara 
berturut-turut dengan tahapan sebagai berikut: 
a. peringatan tertulis pertama dan peringatan tcrtuhs kedua, diberikan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; 
b. apabila peringatan tertulis pertarna dan peringatan tertulis kedua, 

anggota BAZNAS Kabupaten tidak rnelaksanakan rugas, rnaka Ketua 
BAZNAS Kabupatcn mernberikan peringatan tertulis keliga; 

c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 15 (lima bclas) 
hari; 

d. apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
anggot.a BAZNAS Kabupaten tersebut tetap tidak melaksa.nakan tugas, 
maka Kctua BAZNAS Kabupaten wajib mengusulkun pemberhentia nnya 
kepada Bupati, 

Pasal 39 

perigunduran diri terlebih dahulu secara tertulis kepada Kctua BAZNAS 
Kabupaten disertai dengan alasan; 

(2) Permohonan pcngunduran diri secara Lertulis scbagaimana dirnaksud pada 
ayat (I) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin olch Kctua BAZNAS 
Kabupaten untuk memperoleh klarifikasi; 

(3) Dalam hal rapat plen.o sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uieucrirna 
alasan pengunduran diri, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan 
pernberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) kepada Bupati dan ternbusannya kepada BAZNAS. 



(1) BAZNAS Kabupaten atau perwakilan LAZ wajib memberikan bukti setoran 
zakat kepada setiap muzakki; 

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dirnak sud pada ayat (1) digunakan sebagai 
pengurangan penghasilan kena pajak. 

Pasal 45 

Zakar yang dibayar olch muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ 
dikurangkan dari penghasilan kcna pajak. 

Pasal 44 

( l ] Dalam rangka pcngumpulan zukat, muzakki mclakukan penghitungan 
sendiri atas kcwajiban zakatnya; 

(2) Dalarn hal tidak dapat menghitung scndiri kcwajiban zakatnya, rriuzakki 
dapat rnerninta bantuan BAZNAS Kabupaten. 

Pasal 43 

Bagian Kesatu 

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah 

BABV 
PENGUMPULAN, PENDISTRlBUSIAN, 
PENDAYAGUNAAN,DANPELAPORAN 

(1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
sekrctaria t; 

(2) Sckretariat sebagairnana dimaks.ud pada ayat (!) bertugas memberikan 
dukungan teknis administrasi bagi pclaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS 
Kabupaten: 

(2) Ketcntuan lebih lanjut mengcnai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan 
organisasi sckrctariat BAZNAS Kabupaten diatur dengan peraturan 
BAZNAS. 

Pasal 42 

Bagian Ketiga belas 

Sekretariat BAZNAS Kabupaten 

Pasal 36 huruf b, Bupati dapat mengangkat anggota pengganti BAZNAS 
Kabupaten alas usu! BAZNAS Kabupaten. 

(2) Calon anggota pcngganti BAZNAS Kabupaten yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota 
BAZNAS Kabupaten yang diganukan. 

(3) Calon anggota pengganti BAZNAS Kabupatcn , baik yang bcrasal dari urisur 
ularna, tenaga perofesional, rnaupun tokoh rnasyarakat Islam diusulkan 
oleh BAZNAS dari salah satu calon anggota BAZNAS Kabupaten yang sudah 
terseieksi pada periode yang sarna, 

(4) Sebelum mengangkat anggota pengganti BAZNAS Kabupaten sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) Bupati merninta pertimbangan BAZNAS; 

(5) Masa jabatan anggota pengganti BAZNAS Kabupaten adalah sisa masa 
jabatan anggota BAZNAS Kabuparen yang digantikan. 



(1) Untuk membantu BAZNAS Kabuputen dalarn pelaksanaan pengumpulan, 
pendisrribusian dan pendayagunaan zakat, rnasyarakar dapat membuka 
perwakilan LAZ (Lcrnbaga Amil Zakat] di tingkat kabupaten; 

(2) Pernbukaan pcrwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
mendapat izin dari kepala kantor kernenterian agama kabupatcn; 

Pasal 49 

(l) BAZNAS Kabupatcn berwcnang melakukan pengumpulan zakat rnelalui 
Unit Pengurnpul Zakar (UPZ) dan/atau secara langsung; 

(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ scbagairnana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan dengan cara mernbentuk UPZ pada : 
a. karuor satuan kcrja perncrintah daerah/lcmbaga duerah kabupaten; 
b. karuor instarisi vertikal tingkat kabupaten; 
c. Sadan Usaha Milik Negara yang ada di tingkat kabupaten; 
d. Sadan Usaha Millk Daerah Kabupaten; 
e. masjid , musholla, langgar, surau atau narna lainnya; 
f. sekolahyrnadrasah dan lernbaga pendidikan lain; 
g. kccarnutan atau nama lainnya; 
h. desa/kelurahan atau nama lainnya. 

Pasal 48 

Bagian Kedua 

Lingkup Wcwenang Pengumpulan Zakat 

Perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Dacrah dan 
perusahaan swasta di tingkat kabupaten dikenakan zakat hasil usuha 
perindustrian atau perniagaan dan/at.au bidang usaha jasa sctiap tahun 
apabilan syarat nishab da.n haul-nya tcrpcriuhi. 

Pasal 47 

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 43 
Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Anggota Legislatif/Yudikatif, karyawan 
BUMN/DUMD, serta pcrorangan swasta yang beragama Islam dike nakan 
zakat dari penghasilannya setiap bu!an, apabila telah rucncapai nishab 
dalam satu tahun; 

(2) Apabi!a penghasi!an scbagaimana dirnaksud pada ayat (I) tidak mencapai 
nishab, maka scrnua penghasilan dikumpulkan selama sa tu tahun hingga 
nishabnya cukup kemudian zakatnya dikeluarkan, dan untuk setiap 
bulannya tetap dikenakan infakj' sedekah minimal sebesar Rp 20.000,- (dua 
puluh ribu rupiah); 

(3) Apabila penghasilan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) belum juga 
mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi baginya. namun 
ieiap mengeluarkan infak atau sedekah saja setiap tahun; 

(4) Pengcnaan dan pcngurnpulan zakat, infak dan sedekah tcrhadup muzakki 
dan munfik sebagaimana dirnaksud pada ayat (I], ayat (2). dan ayat (3) 
dilakukan dengan cara pengambilan atau pemotongan sebahagian dari gaji 
dan/atau pcnghasilan per bulan dan/atau per tahun rnclalui bendahara 
pada insutusr/Instansi/Badan atau lembaga di kabupaten berdasarkan 
hasil musyawarah mufakat; 

Pasal 46 



(I) Zakar meliputi zakat ma! dan zakat fitrah; 
(2) zukut rnal sebagaimana dirnaksud pada ayai (I) rneliputi : 

a. ernas, perak dau logam mulia lainnya; 
b. uung dan surat berharga Iainnya; 
c. pcrniagaan; 
d. pertanian, perkebunan, kehutanan; 
e. peternakan dan perikanan; 
f. pert.ambangan; 

Pasal 52 

Bagian Keempat 

Jenis Zakat dan 'fata Cara perhitungan 

(I) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dirna ksud dalarn Pasal 
48 ayat (I) dilakukan melalui antara lain: 
a. dcngan datang secara langsung kc kantor BAZNAS Kabupaten; 
b. koriter yang disediakan olch BAZNAS Kabupaten; 
c. rekcning bank; dan 
d. pengambilan oleh petugas kepada muzakki; 

(2) Atas permintaan rnuzakki, BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LAZ dapat 
bekerjasarna dengan perbankan dalarn pengumpulan zakat harta muzakki 
pada bank; 

Pasal 51 

( 1) Dalam hal disuatu kornunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh 
BAZNAS dan perwakilan LAZ Kabupaten, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat 
dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim 
ulama}, atau pcngurus/ takmir masjid j' musholla sebagai a mil zakat; 

(2) Kegiatan Pengelolaan Zakar oleh amil zakat sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (I) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala 
kantor urusan agarna kccamatun. 

' i 
Pasal 50 

Bagian Ketiga 

Amil Zakat Perseorangan atau 
Perkumpulan Orang dalam Masyarakat 

(3) lzin pembentukan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis: 

(4) Perrnohorian tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh 
pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agamu kabupaten dengan 
rnelampirkan : 
a. izin pcmbentukan LAZ dari dircktur jenderal yang mempunyai tugas dan 

fungsi di bidang zakat pada kernenterian yang menyelenggarakan 
urusan pemcrintahan dibidang agama; 

b. rekomeridasi dari BAZNAS Kabupatcn; 
c. data rnuzakki dan rnustahik; 
d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. 



(1) Golongan [ashnaf} yang bcrhak menerima zakat (mustahik) adalah : 
a. Fakir (fuqara), yaitu seorang muslim yang tidak merniliki harta dan 

tidak mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan, sehingga ia tidak 
marnpu rnernenuhi kebutuhan primernya (darun.1-nya); 

b. M'isk.in [masakin] adalah seorang muslirn yang penghasilannya marnpu 
memenuhi kebutuhan pokok {primer), namun udak mampu memcuuhi 
kcbutuhan sekuridernya (hajiy-nya); 

c. Amil (amilin) adalah, Sernua pihak kaurn muslim yang bcrtindak 
mengerjakan yang berkaitan dcngan pengurnpulan, penyirnpanan, 
penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendistribusian harta 
zakat. Mereka dia.ngkat oleh pernerintah dan memperolch izin durinya 
atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh 
rnasyarakat Islam untuk memungut dan mcrnbagikan serta tugas lain 
yang berhubungan dengan zakat; 

d. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, imannya masih lernah 
sehingga pcrlu kekuatan finansial untuk rncnumbuhkan ketcguhan hati 
clan loyalitas tcrhadap Islam, pemimpin kaum kafir yang baru memeluk 
Islam, orang kafir yang sedang tertarik pada Islam, orang yang ingin 
dilcmbutkan hatinya atau orang kafir yang ditakutkan akan bcrbahaya, 
schingga bisa menahan diri dari mengganggu kaurn muslimin; 

c. Ar Riqob, yaitu orang atau budak yang telah dijanjikan oleh tuannya 
akan dimerdekakan bila telah mclunasi harga dirinya yang telah 
ditei apkannya; 

f. Ghorimin, yaitu orang muslirn yang scdang clalam keadaan ieriilit 
hutaug bukan karena tujuan maksiat dan telah tcrbukti taubatnya, 
narnun tidak mcmiliki kernampuan untuk mernbayarnya; -~ 

Pasal 55 

Pendistribusian zakat, sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 53 dilakukan 
berdasarkan skala prioritas dengan mcrnperhatikan prinsip pernerataan, 
keadilan, dau kewilayahan. 

Pasal 54 

Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik scsuai dengan syariat Islam. 

Pasal 53 

Bagian Kelima 

Pendistribusian dan Penerima Zakat 
(Mustahik) 

g. perindustrian; 
h. pendapatan dan jasa (pcnghasilan tetap dan profesi); dan 
1. riqaz (harta karun/ terpendarn/ temuan); 

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang 
dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha: 

(4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat Iitrah dilaksanakan 
sesuai dengan syariat Islam; 

15) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tcrcanturn pada lampiran Peraturan Bupati dan 
rnerupakan satu kcsatuan yang ti,;iak terpisahkan dari Pcraturan ini. 



(1) Selain menerirna zakat, BAZNAS Kabupaten dan Perwakilun LAZjuga dapat 
mengelola dana infak, sedekah dan dana sosial keagarnaan Iainnya sepcrti : 
dana corporate social responsibility (CSR), hibah, nazar, pusaka yang tidak 
merniliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengac!ilan 
agarna, dan Jain scbagainya; 

(2) Pendistr'ibusian dan pendayagunaan infak, scdekah dan dana sosial 
keagamaan lainnya, sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai 
dengan syariat Islam clan scsuai dcngan peruntukan yang di ikrarkan oleh 
pernbcri (munjik); 

Pasal 57 

Bagian Ketujuh 

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan 
Dana Sosial Keagamaan Lainnya 

(1) Zakat dapat didayagunakau un tuk usaha produktif dalarn rangka 
penanggulangan fakir miskin dan periingkatan kualitas urnat; 

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif scbagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) dilakukan apabila keburuhan dasar muslahik telah tcrpcnuhi; 

(3) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dimak sudkan untuk member ikan manfaat jangka panjang yang 
berdampak pada pcrubanan prilaku atau pola hidup untuk lebih mandiri, 
seperti pemberian modal bagi pedagang kecil bakulan, tukang sayur, 
tukang bakso, kewirausahaan fakir miskin, dan hibah modal usaha bagi 
fakir miskin pada lapangan usaha agribisnis, kerajinan, kcterarnpilan dan 
kulincr; 

(4) BAZNAS Kabupatcn dapat pula mendayagunakan dana zakat dalam bcrituk 
program manfaat dibidang pendidikan, keschatan, kemanusiaan (sosial], 
serta dakwa dan advokas]. 

Pasal 56 

Pendayagunaan 

Bagian Keenam 

g. Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalarn 
pcngertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ularna fikh. 
Intinya adalah melindungi dan mcmelihara agarna serta rneninggikan 
kalirnat tauhid, seperti bcrpcrang, berdakwah, berusaha menerapkan 
hukum Islam, rnenolak fitngh-Iitnah yang ditimbulkan oleh rnusuh­ 
musuh Islam, membendung arus pemikiran yang bertcntangan dcngan 
Islam. 

h. Ibnu Sa!Jil, yaitu rnusafir yang kehabisan bekal, harta, dan biaya ketika 
mclakukan pcrjalanan bukan untuk berrnaksiat. 

('.2) Penentuan jurnlah atau prosentase bagian untuk masing-masing mustahik 
[ashnaf] dilakukan sesuai dcngan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan 
ketentuan yang bcrlaku; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai jumlah atau prosentase bagian masing­ 
masing ashnaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteritukan dengan 
Keputusan BAZNAS Kabupaien Kolaka. 



Pernbiayaan yang bcrsurnber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dapat dibcrikun kcpada BAZNAS kabupaten apabila pembiayaan operasional 
yang bersumber dari anggaran pendapatan clan bclanja daerah tidak 
mencukupi. 

Pasal 61 

(1) Biaya operasional BAZNAS kabupaten dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil; 

(2) Biaya opcrasional BAZNAS kabupaten yang dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan bclanja duerah meliputi : 
a. hak keuangan pimpinan BASNAS kabupaten: 
b. biaya adrninistrasi umum; 
c. biaya sosialisa si dan koordinasi BAZNAS kabupaten dcngan perwakilan 

LAZ di kabupatcn. 
(3) Biaya opcrasional selain sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dibcbankan 

kepada Hak Amil; 
(4) Besarnya Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat 
Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, cfektivitas, dan 
efisiensi dalarn pcngelolaan zakat; 

(SJ Pcnggunaan bcsaran Hrlk Amil sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
dicanturukan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun 
olch BAZNAS kabupaten dan di sahkan oleh BAZNAS. 

Pasal 60 

( l) Pimpinan BAZNAS kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; 

(2) Pimpinan BAZNA$ kabupaten scbagairnana dimak§ud pada ayat ( 1) tidak 
diberikan uang pensiun dan Zatau pesangon setelah berherni atau berakhir 
rnasa jabatannya; 

(3) Ketentuan mengcnai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten 
dilaksunakan scsuai dengan ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan, 

Pasal 59 

(l) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten sebaguimana 
dimaksud dalarn Pasal 9 dibiayai dcngan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Hak Amil; 

(2) Selain pcmbiayaan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) BAZNAS 
Kabupaten dapat dibiayai dengan Angga.ran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

Pasal 58 

BAB VI 
PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN 

DAN PENGGUNAAN HAK AMIL 

(3) Pengelolaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya 
scbagairnana dirnaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam pernbukuan 
tersendiri. 



(1) Masyarakat dapat berperan serta dalarn pernbinaan dan pengawasan 
terhadap BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupaten; 

(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (]) dilakukan dalam rangka : 
a. meningkatkan kesadaran masyarakat uruuk rnenunaikan zakat rnelalui 

BAZNAS kabupaten dan perwakilan LAZ kabupatcn: clan 

Pasal 66 

llAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

(l] Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS 
kabupaten dan perwakilan LAZ scsuai dengan kewenangnnya; 

(2) Pernbinaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) rneliputi 
fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. 

Pasal 65 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Laporan scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 mernuat 
akuruabilitas dan kinerja pclaksariaan pcngelolaan zakat, infak, sedekah dan 
dana sosial keagamaan lainnya. 

Pasal 64 

( 1) Laporan pelaksanaan pcngelolaan zakat, infak, scdekah, dan dana sosial 
kcagarnaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 61, dan Pasal 62 
ayat (1) harus diaudit syariah dan kcuangan; 

(2) Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oteh 
kemeruer ian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di oidang 
agarna; 

(3) Audit kcuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
akuruan publik; 

(4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial 
keagarnaan lainnya yang telah diaudit syariah dan kcuangan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampnikan kepada £3AZNAS. 

Pasal 63 

[I] BAZNAS Kabupaicn wajib pcnyarnpaikan pelaksanaan pengclolaan zakat, 
infak, scdekah , dan dana sosial keagarnaan lainnya kcpada BAZNAS 
Priovinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; 

(2) Perwakilan LA;~ Kabupaten wajib penyampaikan pelak sanaan pcngclolaan 
zakar infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnva kepada LAZ , ' , ., 
dengan menyarnpaikan tembusan kepada pernerintah dacrah dan kcpala 
kantor wilayah kcmenterian agarna provinsi dan kepala kautor kerucru.crian 
agama kabupaten. 

Pasal 62 

BAB VII 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

• 



(1) Sanksi administratif berupa pcringatan tcrtulis sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 68 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi kepada BAZNJ\S 
kabupatcn atau perwakilan LAZ kabupaten yang melanggar ketcntuan 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 66; 

(2) Pcngulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) terhadap BAZNAS kabupaten a tau perwakilan LAZ kabupatcn 

Pasal 70 

Sanksi adrninistratif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 67 dapat berupa : 
a. peringauin tcrtulis: 
b. penghentian sernentara dari kegiatan; dan/ a tau 
c. pencabutan izin opcrasional. 

Pasal 69 

(I) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 50 ayat (2), yang tidak 
mernberitahukan kepada kcpala kantor urusau agarna kccamatan, 
dikenakan sanksi administratif; 

(2) Amil zakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 50, juga dapat dikcnakan 
sanksi administratif apabila : 
a. tidak melakukan pencacatan dalam pernbukuan terhadap pengelolaan 

zaka t; a tau 
b. tidak rnelakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai 

dengan syariat Islam dan ticlak dilakukan sesuai dcngan pcruntukan 
yang di ikrarkan. 

Pasal 68 

BAZNAS kabupatcn dan pcrwakilan LAZ kabupatcn di kenakan sanksi 
adrninistratif apabila : 
a. tidak mernberikan bukti sewran zakat kepada seuap muzakki sebagairnana 

dimaksud dalarn Pasal 46 ayat ( 1) Pcraturan ini; 
b melakukan pcndistribusian dan pcndayagunaan infak, scdekah, clan dana 

sosial keagamaan Jainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak 
dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi (munfik} 
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 57 ayat (2) Peraturan ini; dan/atau 

c. tidak melakukan pencatatan dalarn pernbukuan tersendiri ierhadap 
pcngelolaan infak, sedekah , dan dana sosial keagarnaan lainnya 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan ini. 

Pasal 67 

BABX 
SANKSI ADMINISTRATIF 

b. mernberikan saran untuk mcningkatkan kincrja 13AZNAS kabupatcn 
Jan pcrwakilan LAZ kabupaten; 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan dalarn 
bentuk : 
a. akscs terhadap informasi tcntang pengelulaan zakat yang dilakukan oleh 

BAZNAS kabupaten dan perwo.kilan LAZ kabupaten; dan 
b. penyarnpaian inforrnasi apabila terjadai penyimpangan dalarn 

pcngclolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten dan 
perwak ilan LAZ kabupaten. 



Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku arnil zakat mclakukan 
pcngurnpulau, pe ndi str ibuaiau, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pcjabat 

Pasal 74 

Sctiap orang dilarang mclakukan tindakan mcrniliki, menjaminkan , 
menghibahkan, menjual, darr/ atau mengalihkan zakat, infak , scdckah , 
dan/atau dana sosial keagarnaan Jainnya yang ada dalam pengelolalannya, 
kecuali sebagaimana dirnaksud dalarn Pasul 53, 54, 55, 56 dan Pasal 57. 

Pasal 73 

l.lAB XI 
LARANGAN 

(1) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikcnakan 
sanksi adrninistratif berupa penghentian kegiatan pcngclolaan zakat; 

(2) Amil Zakat sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikcnakan 
sanksi adrninistratif berupa teguran tertulis; 

(3) Dalarn hal Amil Zakar melakukan pengulangan pelangguran ketcntuan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi adrninistratif 
berupa penghentian semenuira dari kcgiatan pcngeJolaan zakat; 

(4) Dalam hal Amil Zakat mclakukan pengulangan pelanggaran ketcntuan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi adrninistratif 
berupa penghentian dari kegiaran pengelolaan zakat, 

Pasal 72 

( 1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringaian icrtulis terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten clan pcrwakilan LAZ 
Kabupaten di berikan oleh BAZNAS; 

(2) Pengcnaan sanksi administratif berupa pcnghcntian sementara dari 
kegiatan, clan pencabutan izin diberikan oleh Menteri. 

Pasal 71 

(3) Sanksi adrninistratif berupa peughentian semcntara dari kegiatnn 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS kubupaten 
atau perwakilan LAZ kabupatcn telah mernerruhi kcwajibannya 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 45 ayat (1) at.au Pasal 57 ayat (2) dan 
ayat (3) Peraturan ini; 

(4) Dalarn ha! pcrwakilan LAZ kabupatcn mclakukan pengulangan pelanggaran 
keterituan scbagaimana diruak.sud pada ayat ( 1) dan Lelah dikenai sanksi 
administratif scbagaimana dirnaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi 
asrninistratif berupa pencabutan izin operasional; 

(5) Dalarn hal BAZNAS kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran 
ketcntuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi 
administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pirnpinan 
BAZNAS kabupatcn yang mclakukan pclangguran tersebut dapat 
dinyaiakan rnclakukan pcrbuatan terdela sebagairnana dirnaksud dalarn 
Pasal 40 huruf c 

dikenakan sanksi administratif berupa penghcnlian sernentara dari 
kcciatan: "' . 



Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, sehingga tidak terjadi 
kevakurnan dau/utau kekosongan hukurn dalam pelaksanaan pcngelolaan 
zakat di Kabupatcn Kolaka, maka Pcraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nornor 
11 Tahun 2012 Tentang Pcngelolaan Zakat scgcra discsuaikan dcngun Undang- 

Pasal 80 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

( I) Badan Amil Zakat Nasional (l3AZNAS) Kabupaten yang Lelah dibcntuk dan 
diangkat olch Bupati sebelurn Peraturan Bupati ini berlaku dinyutakan 
sebagai BAZNAS kabupaten berdasarkan Peraruran Bupati ini; 

(2) Pernbukaan perwakilan LAZ kabupaten yang akan terbentuk sesudah 
Peraturan Bupati ini bcrlaku, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 79 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Tindak pidana sebagaimaria dimaksud dalarn Pasal 75 dan Pasal 76 
rncrupakan kejahatan; 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 mcrupakan 
pclanggaran. 

Pasal 78 

Setiap orang yang dcngan sengaja melawan hukurn tidak melanggar ketcntuan 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 74 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama I (satu] tahun dari/atau pidana dcnda paling banyak 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Pasal 77 

Sctiap orang yang dcngan sengaja dan melawan hukurn melanggar ketcntuan 
sebagairnana dirnaksud Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(Iima] tahun danj atau pidana dend.i paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

Pasal 76 

Setiap orang yang dcngan sengaja rnelawan hukum tidak mclakukan 
pendistribusian zakat sesuai dengan ketenruan Pasal 54 dipidana dengan 
pidana pcnjara paling lama 5 (Iima) tahun dany atau pidana denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (Iirna ratus juta rupiah). 

Pasal 75 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

yang bcrwcnang dengan pcngecualian sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal oO 
ayat (l) dan (2). 



o/POITU MURTOPO 

. I BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 7 ~ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA, 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal, .J.o l)Qf"c,-,.,bc,. :io17 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal ao DC/•,,.,b ar ::io17 

~BUPATI KOLAKA, \,.!. . 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 81 

Undang Nornor 23 Tahun 2011 dun Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 ten Lang Pengelolaan Zakat. 



1 Tahun 

avarkan 
harta : 
simpan- 

binatang 
~ {uanu, 

,t usaha 
,) dan I 

-l,---- 
I SS gram ernas 2 .5% -~-+~~-=----~~~-l--~- 

595 gram perak I 

---+ i, ~~~~~8~5.c.:ec.:ra_m_e_m_ •• _s_-~<-f=-2_.s __ %_• J1I 
I Equivalen senilai J 2.S~~ ; gcarn emas. 7. I Zakat Uang 

dan perak 672 garrn. 

luruhan 85 gram ernas x ha1ga 
yang ernas pasaron per gram 

l tahun Pendapat lain rusab 
tasi]. ernas adetah 93,6 gram 

2.~% x Jumlah 
hartanva. 

I 

- 
Akumulasi etau kese 

, ju,nlah harta 
! tersimpan selama ! (tabungan dan inves 

Harta yang wajib dib 
3. Zakat Maal zakat mat I zakat 

I 
Emas, perak, uang 

. an, hasil portanlan, 
ternak, benda usah 
barang dagungan, ale 
yang rnenghasilkar 
harta ternuan. 

..--.-- -- ···--- 
. 4. zakat Emas 1 Tahun 
I 

----- 
I s. Zakat Perak 1 Iahun ... ------·- G. . logam Mulia ! l 1ahun __ .. _ - ·-· 

650 kg gabah kerme - i 
520 '<g beret~, dik.Jlikan I 
dengan harga oeras 
pasaran per kilogram, 
kemudian cJibagi dengan 
jumlih bulan dalam 
setahun = Nishab zakct 
profesi per bulan. 

Zakat Pendapatan/Jasa/ 
Profesi 

2. 

maka sernua penghesilan 85 gram ernas dikalikan 
dikumpulkan selam.i satu dengan harga cmos 
tehun: kernudian lakat (waktu sekarang], 
dikeluarkan jika penghasilan kamudsan dibagi dengan 

I bersihnya sud ah cuku p \ jumlah bulan dalam 

'i msbab per iahun. ~e.tahu.n -;. Ni$hab zakat I 
l prof es; per bulan.; 

1 a tau 

Setiap memperoleh pengha 
~iJan, sesuat dengan waktu 

I diterimanya [harian, ming­ 
I guan arau bulanaro) jika 

sudah mencapai nishab. Jika 
tidak mencapai nishab, 

Scnila1 Sernua bcruuk 
penghasilan halal wajib 
dikeluarkan zakatnva 
dengan svar at te!ah 
rnencap,n nishab dalarn 
satu tahun, yakni senilai 

2.5% X pt:neha!.ilan I 

yang sudah rnencapai 
nisoab zakat protest. 

2,S kg x harga beras 
atau bahan rnakanan 
pokok lokal per kg. 

1. Zakat Fitrah 

I 
I 
I 

NO. 
----, 

-·--- HAUL NISHAB TARIF/KAOAR I 
1 tahun, dan untuk seorang Orang yang mempunvai 3,5 liter x. ha1ga beras/ 
muslim yang lahir sebeturn kelebihan harta dari . makanan pokok d1 
rnatahari terbenam pad a kecertoan untuk diriny.j) pasaran per liter. I 
hari berakhirnva bulan I sendiri dan untuk yang . Atau 
Ramadhan. wajib dinafkahioya, pada 

I malam hari dan s,ang 
l h . I annya. 

JENISZAKAT 

TABEL HAUL, NISHAB, DAN TARIF/l<ADAR ZAKAT 

PERATURAN BUPATI KOLAKJ\ 
NOMOR 7;J... T-4/UIIJ :J.OIG 
TANGGP.L ).CJ lJ •Je.ml,c.r JJ.or7 
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 

LAMPI RAN 

• 



160-169 

l 
~ 

190 
_ 

199 
I 3 ekor anak unra beuna (umur > 3 tahun) don 1 ekur anok-1 

---!----- ~ unta bettna (urnuc > 2 tahun) 'L j 
2~~· 

;0 4 ekor anak unta betina (umur > -3 tahun) atauS ekor anak I 
__ ,_,, ------''-----'----- _ unta betina (unlur > 2 tahun) 

2 ekcr anak unta betina (umur > 3 taihun)d.:in 1 ckor anak 
unta betina (umur > 2 tahun) 
3 ekor anak unto benna (un,ur > 3 t;,,hun) J 

4 ekor anak unta betina {un'H.a > 2 tahun) ~ 

170 
_ 179 3 ekor anak unra betina (umur > 2 tahun)dan 1 ekor anak 

r-- --· unta betina (umur > 3 tahun} ·-· 

180 
_ 189 2 ekor anak vnt'-1' beuoa (umur > 2 tiihun}dan 2 eko( anak 

unra benna (umur > 3 tahun) 

150 · 159 

3 ckor anak unta betina (urnur > 3 tahun) 
---1-------1-----ll---..::....-=-:....:.--=r-1.4 ekor anak unta betin.i (umur > 4 tahu_n.:..)_-_-::_-~-- ~- 

----L-----··--- 2 ekor anak unta betiua (umur >_~ t.J~~n) 
2 ekor anak unta betina (umur > 3 :ahun) --·-=--'---+_, :....:.....c._.c._c.....c:_c.:....:..:..:.-=..:..;.....c::....:.....::...:..::.....:......:.... ._ 
3 ekor anak unta betina (un,ur > 2 tahun] -I 
1 ekor anak unta betina (umur > 3 tahur>) dan 1 ekor anak I 

·l--------+------1-----------l-~u~n~ta:-..;.b~et~i~no=-~(u~n.:..'=".:..'.:..>~2:....:.;ta~h~u~n~)____ , 

I -----------; 

25-35 
36-45 
46-60 
61-75 
76-90 

91-120 - 
121 · 129 

130 · 139 

140 • 149 
.. 

·---+--=-::..::.....=.:~-- -· 

--·i-------+.:...~~.:..._4- __ :.:......c:..::...._--1. 1 ekor anak unta betina (umur > 1 ta~ __ u_n.:..) _, 
l---+-....:.;:::..:;c.::..:~-~----1---------·-·4--------·--------·-------··~ ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 

2 ekor anak uma betina (umu, > 2 \ahun) 

NISHAB (EKOR) 

·-·--- ---·---·-----·- ·····-----·-· ~ 
Nishab dan Kadar Zakat atas Ternak 

5 Ekor Unta 
30 Ekor Sapi 

40 Ekor Kambing atau 
Oomba 

1 Ekor 
1 Ekor 
l (kor 

·---'--·---- -- 

1 Tanun 

--~ --+--------~ 
Setiap oiper oleh Tidak ada rushab 1/5 atau 20% I 

-i· 

Setlap panen 

llergerak dalam bidang Jas 

Bergerak dalam bida 
produksi. 

--·as \ - 
Equivalen senilai 2.5% 
gram ernas - .. 

j Equivalen senllai 85' 2.5% 
gram emas 

-t 

ng I Equivaleo senilai 85 
gram ernas 2.5% 

a 653 Kg Gabah 2.5% -- .... 
I Tanaman yang disirarn' 
11,rngit (tadah hujan) 

dan mata air aiuu acav 
i mengisap air dengao I akamya, zakatnya 

653 kg gabah kering sepersepuluh ( 1/10 = 
a tau 10% ). Sedangkan ta· 

520 kg beras naman yang disirarni 
l (irigasi dan perawaten 

lainnya) zakatnya 
I acalah setengah dari 

sopersepuluh (1/20 = 
5%). 

Setiap Panen 

2.5% Telah berputar selama satu 
tahun Hijriyy.ih. 

seukur..1n nishab uane I 
[atau sarna dengan n:lai 
85 gram ernas]. ! 

Equivalen senllai 85 
gram ernas. 2.5% 1 Tahun 8. Surat Berharga 

- 

9. Pcrniagaan 

. ·- ~ 
10. Zakat Perikanan 

11. Zakat Pertambangan 

I 12. Zakal Perindustr\an 

I 

I l Zakat Pertanian, 
13. Perkebunan, dan 

Kehutanan 

.. 
14. Zakat Rikaz 

IS. Zakat BinatJng Ternak· 

i -- 

• 



o/ BUPATI KOLAKA,1.,{ ,- 

~ {tl: L 
AHMAD SAFEI 

-··- 
2. SAPI/ 1 Tahun 30-59 1 ekor anak sapi betina 

LEMBU 
60-69 2 ekor anak sapi jantan 
70-79 1 ekor anak sapi betma dan 1 ekor anak sapi jaruan 

I 80-89 2 ekor anak sapi betina I 
90-99 3 ekor anak sapi jantan ' 

100-119 2 ekor anak sapi betina dao 1 ckor ar,c:ik sapi jantan 

I >120 3 ekor anak sapi betina dan 3 ekor anak s.ipi [antan --·-- - ··- 
3. KUDA 1 Tahun 30-59 1 ekor anak kuda betina -- ···-- 

60-69 2 ekor anak kuda [antan ___ -- 
70-79 1 ekor anak kuda beuna dan l ekor an<Jk kuda jantan -- - 
80-89 2 ekor anak kuda betina 
90-99 3 ekor anak kuda jantan - --- ,, 

; 100 -109 l ekor anak kuda oeuoa dan 2 ekor anak kuda JJntan ,___ - 
110 - 119 2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan ... -- 

I I >120 3 ckor anak kuda betma atau 1 ekor enak kuda jantcn 

4. KAM~ING l Tahun 1 5-9 l ekor karnbmg -··· 
i 10 -14 2 ekor kambing ---- --- - 
i 15 - 19 3 ekcr kambing 

! I I 2£_-_ 24·-·--1 4 ekor kambing - 




